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ABSTRAK

Agama islam merupakan agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat
indonesia. Makadari itu hukum islam juga dianggap penting untuk diberlakukan
didalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Pemberlakuan hukum islam ini juga
telah diamalkan sej jaman penjajahan be pamun pada saat itu
pemberlakuan i I :

komparasi 2
islam  studifiKa Isa . : /pnjap dengan

kedua Bagaifie 3 ing ' erzialian dalam hukum
islam dan huk i

i 1‘- @Ngrdibeikan tersebut tentulah
dinila sangat ringan dan : ﬁwﬂ"ﬂlﬁ 2k jera kepada pelakunya dan
juga tidak akan memberikan ane ffat sehingga tidak memberikan juga
dampak terhadap larangan melakukan zina. berbeda dngan hukum Islam yang
secara tegas menyebutkan hukuman-hukuman bagi pelaku zina ialah dirajam
sampal mati, dicambuk seratus kali, dan juga diasingkan. Sehingga dengan
hukuman yang sedemikian ditegaskan para manusia lain akan takut untuk
melakukan zina tersebut karena mengingat akan ancaman hukumanyang
diberikan. Selain itu hukum indonesia juga seharusya dirubah agar juga
melindungi para remaja dari terjadiya seks bebas.
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ABSTRACT

Islam is the majority religion adopted by the Indonesian people.
Therefore, Islamic law is also considered important to be enforced in people's
daily lives. The application of Islamic law has also been practiced since the Dutch

and the sed ( , Qi : pgimore complete
and cleare
the concept 1 S , case study of
the verdict : pnjap with the
perspective 1
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the perpetrators and

explicitly states that the punis ilterers are stoning to death, being
flogged a hundred times, and also being exiled. So that with such a punishment,
other humans will be afraid to commit adultery because they remember the threat
of punishment given. In addition, Indonesian law should also be changed in order
to protect teenagers from free sex.
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BAB |

PENDAHULUAN"

A. LATAR BEL

akan diterima oleh seseorang™@ padan hukum jika melanggar aturan
tersebut. Maka dengan demikian tidak akan terjadi kesalah pahaman dan salah
penafsiran terhadap suatu hukum atau aturan.

Hukum indonesia merupakan gabungan dari beberapa sistem hukum yang
ada didunia. Tetapi secara keseluruhan hukum yang banyak diambil dan
digunakan di indoesia baik itu dari segi hukum pidana, perdata dan huum-

hukum lainnya mendominasi menganut sistem hukum eropa kontinental.
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Berkenaan dengan penggunaan sistem hukum eropa di indonesia tidak terlepas
dari sejarah indonesia yang pada zaman dahulu merupakan negara jajahan

belanda selama lebih kurang 350 tahun sehingga tentulah dengan otomatis

n_hukum yang telah

@@‘

ﬁ donesia ini

ot )

Akum yang

ghulu sebelum perbuatan itu

dilakukan. Pasal ini juga dikenal sebagai asas legalitas didalam hukum pidana.

Atau bahasa lain yang juga menyebutkan demikian ialah nullum delictum
nulla poena sine previage lege poenali (Hadikusuma, 2013:114).

Selain pengertian hukum pidana diatas juga ada beberapa penertian

hukum pidana menurut para ahli yakni antara lain (Prasetio, 2010, hal. 4-

9):
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Menurut ahli hukum asing :
1) Apeldorn ia menytalan bahwa hukum pidana itu dapat

dibedakan kedalam dua artian yang mana hukum pidana

um pidana materil

‘ ‘ ‘ ‘\\“ .Qé huatan yang

sanksi serta melakukan pelaksanaan pemidanaan.
3) Pompi menyebutkan bahwa hukum merupakan keseluruhan
aturan-aturan perbuatan apa saja yang dapat dihukum dan

dijatuhkan sanksi pidana.

Sedangkan menurut pakar hukum Indonesia hukum pidana adalah :
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1) Sudarto, ia menyebutkan bahwa hukum pidana dapat
dipandang sebagai sebuah sistem yang memberikan sanksi

negatif yang harus diterap jika sarana lain sudah tidak

jan anksi pidana tersebut

aaane 0y

& 2orang yang

seseorang yang melanggar aturan hukum pidana.

Hukum pidana itu sendiri ialah sekumpulan aturan yang mengatur tentang
kejahatan atau batasan-batasan mengenai perbuatan apa saja yang dilarang
atau yang tidak boleh dilakukan jika aturan tersebut dilanggar maka pelakunya
akan dijatunkan hukuman pidana. Didalam buku hukum pidana indonesia

jugatelah disimpulkan bahwa hukum pidana merupakan sebuah aturan tentang
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kejahatan atau perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dihukum berdasarkan

ketentuan undang-undang hukum pidana dan kepada siapapun yang

melakukan pelanggaran ataupun kejahatan kepadanya dapat dijatuhkan sanksi

Dat dijatuhkan
pidana yaitu

gbut benar telah

khusus yang biasa dikenal victimless. Salah satu kejahatan tanpa korban yan di
atur didalam KUHP yaitu perbutan zina. Didalam KUHP zina diatur di dalam
pasal 284 ayat (1). Yang dapat dikatakan zina sesuai dengan ketentuan pasal
tersebut ialah :

Kel : seorang laki-laki dan atau wanita yang telah menikah melakukan

zina
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Ke2 :seorang lelaki dan atau wanita yang turut melakukan perbuatan

itu padahal dia mengetahui pasangannya telah menikah.

terhadap pasangannya. Dapat melakukan penuntutan dan dapat mengajukan
tuntutan dan atau gugatan perceraian atau dapat mengajukan tuntutan sesuai

dengan pasal 72,73,74 dan 75 KUHP.

Terkait tentang zina indonesia yang merupakan mengharuskan setiap
warga negaranya memeluk agama sesuai dengan keyakinan yang dianut setiap

orang tersebut indonesia sebagai sebuah negara hukum mengatur tentang
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kehidupan beragama masyarakatnya didalam Undang-Undang Dasar 1945

yaitu pada pasal 29 ayat (1) dan ayat(2).

Idiologi negata republik indonesia adalahgpancasila yang mana pada

ama sebagali
pembuatan

tusan didalam

namun pada saat itu pemberta ukum islam ini hanya dikalangan
masyarakat asli pemeluk agama islam. Tetai tidak berlangsug lama karena
kemudian pemerintahan bland mengambil kebijakan bahwa pemberlakuan
hukum islam untuk kalangan masyarakat asli tidak efisien dan efektif maka
pada saat itu hukum yang berlaku untuk kalangan bumi putra berlakulah

hukum adat.
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Penegakan hukum agama tidak perlu melalui penegakan hukum adat.
Karena berdasaran agama yang dianut setiap orag tentunya akan membentuk

niai-nilai dan norma-noma kehidupan yang baik. Agama menjadi tonggak

sehingga

melakukan

Zina itu sendiri secara e Derarti perbuatan keji. Sedangkn zina
dalam istilah memiliki arti sebuah prbuatan hubungan kelamin antara seorang
laki-laki dan seorang perempuan yang diantara keduanya tidak erikat
hubungan pernikahan (Ali, 2009:37). Dan para ahli hukum mengatakan bahwa
zina merupakan sebuah perbuatan persetubuhan yang dilakukan antara laki-
laki dan perempuan tanpa adanya hubungan pernikahan yang dilakukan

berdasarkan syahwat.
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Dalam ketentuan syariat islam zina dikatakkan sebagaiperbuatan yang
jarimah, yang mana perbutan jarimah yang dimaksud ialah perbuatan jarimah

hudud vyaitu jarimah yang memiliki kedudukan tertinggi dari hierarki

itu disaksikan Of€ Pagian orang-orang yang beriman.
b) Dalam surah AN-Nuur ayat 30 yaitu :

Katakanlah kepala lelaki yang beriman hendaklah mereka
menjaga mata dan menjaga kemaluannya sesungguhnya itu
lebih baik dan lebih suci dari mereka. Sungguh allah maha
melihat semua perbuatan yang kamu kerjakan.

c) Dalam surah An-Nisa ayat 15 yaitu :
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Dan perempuan yang melakukan perbuatan keji diantara
perempuan-perempuan kamu hendaklah diantara mereka ada
empat orang saksi diantara kamu yang menyaksikannya,

kesaksian maka

menemukan

yang lain

diberikan untuk pelaku zina muhsan adalah dengan dirajam hingga meninggal

sedangkan untuk zina ghairu muhsan ialah dicambuk seratus kali.

Maka dengan pembahasan singkat diatas dapat kita lihat mengenai
perbedaan antara perzinahan menurut hukum pidana indonesia dengan perzinahan
menurut hukum islam. Maka dari tu penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dan

lebih dalam tentang perbandingan hukum tersebut. Dan untuk melihat

10
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perbandingannya agar lebih signifikan lagi penulis akan menganalisa dua putusan

yang mana putusan pertama penulis akan mengkaji putusan dari segi hukum

pidana dan yang kedua putusan berdasarkan ganun atau hukum islam.

a) Untuk menge pagaimana tindak pidana itu didalam
hukum pidana indonesia dan bagaimna zina didalam hukum
islam.

b) Untuk mengetahi bagaimana perbandingan hukum tentang
perbuatan zina didalam hukum islam maupun didalam

hukum pidana indonesia.

2. Manfaat Peneltian

11
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Sedangkan manfaat dari dilakukannya penelitian ini ialah sebagai

berikut :

a) Penelitian ini nantinya diharapakan dapat memberikan

awasan pengetahuan

“ ‘ ‘ h“’“‘ .Qa itang tindak

‘o

‘\\\\\\\\\““
s

B,

hukum di fakultas hukum

universitas islam riau

D. TINJAUAN PUSTAKA
Hukum indonesia merupakan gabungan dari beberapa sistem hukum yang
ada didunia seperti hukum adat, islam dan lain sebagainya. Tetapi secara
keseluruhan hukum yang banyak diambil dan digunakan di indoesia baik itu

dari segi hukum pidana, perdata dan huum-hukum lainnya mendominasi

12
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menganut sistem hukum eropa kontinental. Berkenaan dengan penggunaan
sistem hukum eropa di indonesia tidak terlepas dari sejarah indonesia yang

pada zaman dahulu merupakan negara jajahan belanda selama lebih kurang

350 tahun sg at negara indonesia

ol TN M "é

dahu

sistem

ada aturan yang mengaturnya Tterlebih dahulu sebelum perbuatan itu
dilakukan. Pasal ini juga dikenal sebagai asas legalitas didalam hukum pidana.
Atau bahasa lain yang juga menyebutkan demikian ialah nullum delictum
nulla poena sine previage lege poenali ” (Hadikusuma, 2013:114).

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang pelanggaran-

pelanggaran dan kejahatan-kejahatan yang merugikan terhadap kepentingan

13
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umum. Yang mana ancaman dari perbuatan itu ialah ancaman hukuman
berupa siksaan atau penderitaan. Untuk lebih rincinya tjuan hukum pidana ada
dua macam yaitu (Daliyo, 2001:91) :

s \idhse

Y

vl

y

o

e

&

e

” A
g
7@

¢

Dan setelah kemerdekaan indonesia di proklamasikan untuk mengisis kekosongan
hukum maka dikodefikasilah hukum belanda tersebut. Sehingga mengakibatkan

hingga saat ini sistem hukum inilah yang dipakai di indonesia.

Tetapi seiring dengan perkembangan zaman hukum tersebut juga harus
imbangi dengan adanya hukum lain yang mengatur tentang perilaku masyarakat

indonesia. Hukum islam merupakan hukum yang berusmber dari al-quran dan

14



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

hadis sehingga hukum tersebut merupakan hukum yang murni berasal dari aturan
yang dibuat olah allah swt. Oleh karena itu masyarakat indonesia yang mayoritas

penduduknya memeluk agama islam berari sudah seharusnya syariaat islam itu

Hukum S@ita slan 2 : g@hgertian secara

etimologis

etkedudukan  “isim

Pengertian secara term

Pengertian pidana islam secara terminologi merupakan pidana balasan
yang ditetapkan untuk kemaslahatan ummat terhadap pelanggaran

perintah syariah.

Zina itu sendiri secara harfiah berarti perbuatan keji. Sedangkn zina

dalam istilah memiliki arti sebuah prbuatan hubungan kelamin antara seorang
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laki-laki dan seorang perempuan yang diantara keduanya tidak erikat

hubungan pernikahan (Ali, 2009:37). Dan para ahli hukum mengatakan bahwa

zina merupakan sebuah perbuatan persetubuhan yang dilakukan antara laki-

maka berilah mereka hukuman dera sebanyak seratus kali
dera kepada keduanya dan janganlah kamu memberikan rasa
belas kasihan keada keduanya itu demi menegakan hukum
agama, jika kamu beriman kepada allah dan hari akhir maka
dari itu perlulah kamu melakukannya dan berikan hukuman

itu disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.
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b) Dalam surah AN-Nuur ayat 30 yaitu :

Katakanlah kepala lelaki yang beriman hendaklah mereka

menjaga mata dan menjaga kemaluannya sesungguhnya itu

anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan
janganlah mereka menghentakan kakinya agar diketahui
perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu
semua kepada allah wahai orang-orang yang beriman agar
kamu beruntung.

d) Dalam surah An-Nisa ayat 15 yaitu :
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Dan perempuan yang melakukan perbuatan keji diantara
perempuan-perempuan kamu hendaklah diantara mereka ada
empat orang saksi diantara kamu yang menyaksikannya,

kesaksian maka

menemukan

yang lain

diberikan untuk pelaku zina muhsan adalah dengan dirajam hingga meninggal

sedangkan untuk zina ghairu muhsan ialah dicambuk seratus kali.

E. KONSEP OPRASIONAL
Untuk menghindari kesalahan pada penafsiran dan batasan-batasan dalam
penulisan penelinian ini nantinya maka dibawabh ini penulis jabarkan tentang

batasan-batasan pengertian ini nantinya adalah :
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Dalam hal ini nantinya akan melihat perbedaan antara dua putusan yang
mana satunya berbasis hukum pidana indonesia dan yang satunya

berdasarkan hukum islam. Putusan tersebut ialah putusan hukum pidana

indonesia no@ ‘ , en hukum islam putusan

SNt IR

istilahfine I : 0 an ke afd seorang laki-
laki damFse ) ;" § ( Ak @rikat hubungan

pernika

didalam KUHP yang bertujuam“@@ték mengatur tingkah laku dan perbuatan

masyarakat agar tidak menyimpang dari norma-norma yang ada.

Hukum islam adalah segala aturan yang bersumber dari Al-Quran dan
Hadis. Sedangkan hukum pidana islam adalah hukum yang bersumber dari
ajaran islam yang mengatur perbuatan dosa, kejahatan dan pelanggaran pidana

umumnya yang bersifat jarimah hudud.
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F. METODE PENELITIAN
a) Jenis Dan sifat Penelitian

Jenis Penelitian Penulis Ini Dapat Penulis Golongkan Kedalam

b)

singkat, 2009:13):
a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat.

pada penilitian ini bahan hukum primernya adalah terdiri dari

peraturan kitab undang hukum pidana ,UU nomor 6 tahun 2014

tentang ganun ,Alquran dan Hadist.

20



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DN disay yepepe jur udwnyoq

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan

dan dalam hal nini

& disusun dan disajikan

\\‘“ :

dengan peraturan perundang-

secara tersistematis keme

undangan serta teori- teori hukum yang ada.

d) Metode Penarikan Kesimpulan
Penulis dalam penulisan ini nantinya menggunakan metode
deduktif. Metode deduktif itu ialah metode penarikan kesimpulan dari hal

umum ke hal yang khusus.
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BAB |1

TINJAUAN UMUM

A. TINDAK PIDANA PERZINAHAN

Adenurut Hukum.ls

empuan yang

ernikahan dan

hukum islam

Zina ini berlaku juga @ salah satu atau keduanya yang sudah
terikat pernikahan dengann orang lain tetapi melakukan hubungan
kelamin dengan laki-laki atau perempuan lain yang bukan pasangan
sah nya. Didalam agama islam zina bukan hanya dianggap suatu dosa

besar tetapi zina juga merupakan sebuah perbuatan yang banyak

mendatangkan kemudharatan atau juga sebagai sebuah perbuatan yang
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membuka peluang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang

memalukan, zina juga dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga

dan hal yang berkemungkinan besar untuk terjadi ialah terjadinya

adanya hubungan intim diantara laki-laki dan perempuan hal
tersebut tidak dapat dikatakan dengan zina, walaupun hal
tersebut tetap menimbulkan dosa dan mendatangkan
kemudharatan. orang yang dikatakan orang yang mukallaf
adalah orang yang telah akil baligh.

b) Mahzab Hanafiah
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Menurut mahzab hanafia zina adalah perbuatan
persetubuhan yang haram, terjadi didalam kemaluan seorang

perempuan yang masih hidup dan dilakukan dalam keadaan

srjadi didalam sebuah

o yafi’iyah yang

dan menurut tabiatnya akan menimbulkan sahwat (Muslich,
2005:7). Dalam hal ini sedikit ataupun banyak kemaluan
seorang pria tersebut masuk kedalam kemaluan wanita tetap
sudah dapat dikatakan dengan sebuah perbuatan zina.

d) Mahzab Hambaliyah
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Zina menurut pandangan dari mahzab hambaliah adalah
melakukan sebuah perbuatan keji yaitu persetubuhan, baik

terhadap kemaluan maupun diluar selain kemaluan (Muslich,

adanya ikatan pernikahan yang sah hubungan tersebut
merupakan hubungan yang menggunakan kelamin ataupun
tidak menggunakan kelamin tetapi yang dapat menimbulkan
sahwat maka hal tersebut dapat dikatakan dengan zina.

Pada awalnya didalam islam sanksi yang di berikan kepada

para pelaku zina ialah dengan mengurungnya didalam rumah
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dan diberikan sanksi berupa siksaan kepada badanya maupun

juga sanksi dengan dipermalukan. Ketentuan tersebut

disebutkan didalam surat Qs. An-Nisa ayat 15-16:

i ajalnya, atau
Dan berharap

ira kamu, maka

suatu tindak pidana yang apkan didalam firman allah pada surat
“QS Al-lIsra ayat 22 :
Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu
adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. «

Menurut ayat diatas larangan tentang zina yang utama adalah

terkait dengan adanya pelanggaran terhadap konsep menjaga

kehormatan. Tetapi dengan demikian larangan tersebut juga berlaku
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pada setiap ragam perbuatan yang mengawali dan mendekati
terjadinya perbuatan zina tersebut. Seperti misalnya berkhalwat

(menyepi berduaan), memandang lawan jenis dengan tatapan

gkan an tanga, berpelukan,

!‘E“‘w‘ .9 ang bukan

perempuan yang tidak terikat didalam hubungan pernikahan.

b. Dilakukan atas kemauan kedua belah pihak dan tanpa ada unsur
paksaan sesuai dengan unsur yang disebutkan didalam poin A.
Namun jika antara seorang laki-laki dan seorang perempuan
tersebut belum terjadi persetubuhan tetapi telah melakukan

bermesraan baik itu berupa berpelukan, berciuman, maupun
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bercumbu hal yang sedemikian belum dapat dikatakan dengan
perzinahan yang dapat dijatuhkan hukuman dera bagi pasangan

yang belum pernah menikah dan rajam bagi orang yang sudah

: ig g, bukan pasangannya
Wttty

hubungan
an perempuan
buhan dengan
{Na &N hukum  positif

S

‘ Hukum Pidana

&
g

b. SeOrang perempuan yang telah kawin
melakukan zina padahal diketahui bahwa pasal 27
BW berlaku baginya;

2. a. Seorang laki-laki yang telah kawin turut serta
melakukan perbuatan itu, padahal diketahui

bahwa yang turut bersalah telah kawin;
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b. Seorang perempuan yang telah kawin turut

serta melakukan pebuatan itu, padahal diketahui

bahwa orang yang turut bersalah telah kawin dan

perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau
sebelum putusan yang mengatakan pisah meja dan tempat

tidur menjadi tetap.

Terkait dengan kejahatan zina yang dirumuskan pada ayat (1)

saja, ada empat larangan yaitu :
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1. “Seorang laki-laki yang telah menikah melakukan zina padahal
Pasal 27 BW berlaku baginya.

2. Seorang Perempuan yang telah kawin melakukan zina padahal

likatakan telah

syarat esensial

Jika pada seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan
perbuatan perznahan tersebut tidak berlaku pasal 27 BW, sedangkan laki-
laki atau perempuan yang menjadi pasangannya dalam melakukan sebuah
perzinahan tersebut tunduk pada pasal 27 BW, tetapi diketahui bahwa laki-
laki atau perempuan yang melakukan perzinahan tersebut tunduk pada

BW, statusnya bukanlah melakukan kejahatan zina, namun statusnya ialah
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bersama-sama melakukannya. Tetapi tetap saja hukuman yang diterima
oleh si pelaku turut serta berzina tersebut sama dengan pelaku pembat

terjadinya perzinahan itu sendiri. Mengenai turut serta melakukan zina

tersebut d ' g ayat (1) KUHP ialah

3

€ [l SEseorang

puhan dengan

=

S A LY

kan suaminya

enikah dengan

2.
3. telah menikah.
4, tersebut padahal

b) Pasanganya pada saat melakukan perzinahan tersebut diharuskan

tunduk terhadap Pasal 27 BW.

Permasalahan muncul karena Warga Negara Indonesi yang tunduk
terhadap pasal 27 BW tersebut ialah orang-orang Eropa dan orang-orang
Cina, sedangkan Warga Indonesia asli, orang Arab, India, Pakistan, Jepang

serta orang-orang Yyang bukan orang Eropa atau Cina. Maka dengan
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demikian timbulah keganjilan dalam persoalan tersebut. Tidak hanya
orang islam orang indonesia asli dan orang-orang yang bukan merupakan

orang cina atau orang eropa harus tunduk terhadap aturan monogami

tersebut.

t dan atau

/ maka tidak
maupun turut
puan tersebut
dirinya tunduk

but melakukan

peraduan antara alat kemaltiamaKi-laki dan perempuan dengan tujuan
untuk memperoleh keturunan, dimana alat kelamin laki-laki masuk
kedalam alat kelamin perempuan yang kemudian mengeluarkan mani
(Prodjodikoro, 2010:117). Dalam KUHP tindak pidana perzinahan atau
bahasa lainnya overspel yang dimaksudkan didalam Pasal 284 ayat (1)

ialah sebuah opzettlijk delick adalah suatu tindak pidana yang harus

dilakukan dengan adanya unsur kesengajaan. Dengan begitu unsur
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kesengajaan tersebut haruslah terbukti adanya pada diri pelaku, agar
pelaku tersebut dapat dinyatakan telah memenuhi unsur-unsur kesengajaan

dalam melakukan tindak pidana perzinahan dari tindak pidana yang

disebutkag sur kesengajaan itu

‘ ‘ !\““ .9“ , bebas dari

6

o
&
o
u*
a

284 ayat (1) dan
a g

NS 0 wane

m‘
c
4
>
o
D
=
=
QD
4
=)}
S

terdakwa @

iy, Y
25
-
<5}
o
2
O
=
=
@
©
=
QD
QD
&

bagi pelaku q ‘ ‘ \“

penjelasannya bagaima orang itu telah berzina.(Lamintang,

2011:78-79).

Hakim harus benar-benar dalam menentukan putusan terhadap
perkara ini sehingga tidak ada rasa cemburu dan atau rasa sakit hati yang

dirasakan oleh kedua pelaku perzinahan tersebut.
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B. HUKUM ZINA
1. Hukum Perzinahan di Dalam Hukum Islam

Dalam hukum islam hukuman yang diberikan kepada

1) Mukallaf, berakal,waras (jika terganggu jiwanya
tidak dapat dianggap zina), sudah sampai pada
akal baligh.

2) Merdeka, Jika dilakukan seorang budak maka

tidak dapat dijatuhkan hukum zina.

34



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DN disay yepepe jur udwnyoq

3) Pernah Menikah. Maksudnya adalah pezina yang

dimaksud pernah bersuami atau pernah beristri

dalam ikatan pernikahan yang sah.

oleh dua

g diberikan

masih jejaka
jejaka adalah

a satu tahun

oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

c. Musahagah (Homo Seksual)
Dalam kasus persetubuhan yang dilakukan antara laki-laki
dan laki-laki tau yang biasa diset dengan homo seksual. Dalam
islam sangat menentang bahkan mengharamkan hubungan yang

dilakukan sesama jenis, karena hubungan sesama jenis
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merupakan hubungan yang melanggar ketentuan allah bahwa
manusia hidup harus berpasang-pasangan.

Untuk hukuman yang diberikan pada pelaku hubungan

tau mencintai

epuasan seks

Namun perbuatan lesbian ini tetap diharamkan oleh agama
karena melanggar fitrah dari manusia yang diciptakan Allah
berpasang-pasangan.

e. Zoovilia (ittiyan al-Bahima)

Para ulama sepakat menerangkan bahwa melakukan

persetubuhan dengan hewan hukumnya haram. Orang yang
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bersetubuh menurut imam syafi’i akan diberikan hukuman
pelakunya tersebut harus dibunuh sesuai dengan sabda

Rasulullah yang menyebutkan “barang siapa yang

dia dan juga

maka dalamhal ini pelaku harus diberikan hukuman had.

Pihak Imam Maliki berpendapat bahwa persetubuhan yang
dilakukan dengan mayat akan dianggap zina jika mayat
tersebut bukan pasangannya yang sah, maka kasus tersebutt

juga harus diberikan hukumanhad, tetapi jika maya tersebut
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pasangannya maka itu tidak dianggap zina dan tidak dapat

dijatuhkan hukuman.

g. Pemerkosaan

Bugis seorang
aRgiberzina dengan

h oleh suami

orang-orang yang melakukan hubungan seksual baik itu dengan lawan
jenis maupun dengan sesama jenis, asalkan perbuatan tersebut
dilakukan atas dasar suka sama suka dan keduanya telah dewasa serta
keduanya tidak terikat dalam hubungan perkawinan dengan pihak lain.
Di dalam RUU-KUHP pada pasal 420 dan Pasal 422 telah menjelaskan

tentang larangan bujang-gadis, janda-duda atau bujang-janda dan
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gadis-duda untuk melakukan perzinaan dengan alasan melanggar

kesusilaan, tetapi perbuatan zina tersebut dianggap terlah berasusila

apabila lingkungan masyarakat setempat merasa resah dan terganggu

telah terikat perkawinan tetapi KUHP juga sangat lemah dalam
memberikan hukuman karena kasus tidak akan diproses apabila tidak
ada gugatan dari pihak pasangan yang merasa dirugikan, jika istri atau
suami sah nya tidak menuntut maka perbuatan itu dengan kata lain
boleh dilakukan. Maka dengan demikian berarti pasal 284 KUHP

tersebut tidak berfungsi untuk mencegah bahkan memberikan peluang
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kepada pasangan yang belum terikat pernikahan untuk terus

melakukan perzinahan.

harus ditan generasi muda

penerus ba ada peraturan

yang tegas

40



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

BAB Il

HASIL PENILITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tindak Perz

edangkn zina
dalam G A antara seorang
laki-laki¥ dé 20rang  perempusa ' ag¥fle tidak erikat

hubunganfpe : :37). Da mehgatakan bahwa

laki danipg )UIe : | ap®yang dilakukan

tidak main-main biasanya mengancam hingga seseorang tersebut kehilangan
nyawanya atau minimal kehilngan sebagian anggota tubuhnya (Hakim,

2000:20).

Didalam Al-Quran juga disebutkan beberapa hukum mengenai

hukuman bagi pelaku jarimah hudud antara lain sebagai berikut :
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a. Dalam surah An-Nuur ayat 2 yaitu :

Perzinahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan

aka berilah mereka hukumanggdera sebanyak seratus kali

an hukum

hendaklah mere nenjaga pandangan dan kemaluannya
serta janganlah mereka melihatkan auratnya selain dari pada
yang biasa terlihat.dan hendakla mereka memakai kerudung
yang menutupi dadanya dan janganlah mereka menampakan
auratnya kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah
suami mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-

saudara lelaki mereka atau putra-putra saudar-saudara lelaki

42



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DN disay yepepe jur udwnyoq

mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau
perempuan sesama islam, atau hambasahaya, atau lelaki tua

yang tidak meiliki keinginan kepada perempuan atau anak-

n keji diantara
ara mereka ada
enyaksikannya,

esaksian maka

e. Dalam surah An-Israa ayat 32 yaitu :

Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu

ialah suatu perbuatan keji dan buruk.

Jarimah zina ini terdiri dari dua yaitu zina muhsan dan zina ghairu
muhsan. Zina muhsan ini ialah zina yang dikakukan oleh baik laki-laki maupun

perempuan yang sedang dalam ikatan pernikahan atau dulunya pernah menikah
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secara sah. Sedangkan zina ghairu muhsan ialah zina yang dilakukan oeleh laki-
laki dan perempuan yang belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang

dalam ikatan pernikahan (irfan, 2013:20). Berkaitan dengan dua jenis jarimah

diatas hukum is

% p._hukuman ‘
< Vet

akni hukuman yang

miliknya dengan akad dan ia lakukan secara sengaja (Muslich,
2005:6). Dengan demikian jika terjadi percumbuan tanpa
adanya hubungan intim diantara laki-laki dan perempuan hal
tersebut tidak dapat dikatakan dengan zina, walaupun hal

tersebut tetap menimbulkan dosa dan mendatangkan
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kemudharatan. orang yang dikatakan orang yang mukallaf

adalah orang yang telah akil baligh.

@p ' m dan wanita
oY

ersebuls gﬁ’ dapat dikatakan

" g

dikutip oleh Abdul Qadir Audah memberikan pendapatnya
tentang definizi zina yaitu merupakan perbuatan memasukan
zakar kedalam kemaluan perempuan yang bukan mahromnya
yang diharamkan oleh karene zina ini zatnya tanpa ada syubhat
dan menurut tabiatnya akan menimbulkan sahwat (Muslich,

2005:7). Dalam hal ini sedikit ataupun banyak kemaluan
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seorang pria tersebut masuk kedalam kemaluan wanita tetap

sudah dapat dikatakan dengan sebuah perbuatan zina.

Dari berbagai keterangan defensi tentang zina diatas maka
penulis menyimpulkan bahwa zina adalah suatu perbuatan yang
dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa
adanya ikatan pernikahan yang sah hubungan tersebut

merupakan hubungan yang menggunakan kelamin ataupun
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tidak menggunakan kelamin tetapi yang dapat menimbulkan

sahwat maka hal tersebut dapat dikatakan dengan zina.

antap, terjadi
gfitang perbuatan

tindak pidana

terjadinya perbuatan zina tersebut. Seperti misalnya berkhalwat
(menyepi berduaan), memandang lawan jenis dengan tatapan
mendalam dan mendatangkan syahwat.berpegangan tanga, berpelukan,
berciuman ataupun pergi berduan dengan pasangan yang bukan

pasangannya yang diikat didalam akad yang sah.
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Larangan tentang melakukan perzinahan tersebut bertujuan untuk
menjaga harkat, martabat dan kehormatan manusia sebagai manusia

yang berakal dan derajatnya lebih tinggi dari hewan yang tidak

ki dan seorang

2rnikahan.

bermesraan baik itu berupa berpelukan, berciuman, maupun
bercumbu hal yang sedemikian belum dapat dikatakan dengan
perzinahan yang dapat dijatuhkan hukuman dera bagi pasangan
yang belum pernah menikah dan rajam bagi orang yang sudah
menikah tetapi melakukan zina dengan yang bukan pasangannya

(Ali, 2009:35).
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2.

Tindak perzinahan menurut hukum Nasional

Dalam hukum Nasinal Indonesia zina adalah hubungan

lama sembilan

ahal diketahui

yang telah kawin turut serta
perbuatan itu, padahal diketahui

bahwa yang turut bersalah telah kawin;

b. Seorang perempuan yang telah kawin turut
serta melakukan pebuatan itu, padahal diketahui
bahwa orang yang turut bersalah telah kawin dan

pasal 27 BW berlaku baginya;”
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1. Tidak akan dilakukan penuntutan jika tidak ada pihak
suami atau istri yang tercemar tidak mengadukan

perbuatan perzinahan dan bila mana bagi mereka berlaku

ab a0g Hukum Perdata),

\
“‘ ..$ ikuti dengan

Terkait dengan kejahatan zina yang dirumuskan pada ayat (1)

saja, ada empat larangan yaitu :

a. Seorang laki-laki yang telah menikah melakukan zina padahal

Pasal 27 BW berlaku baginya.

b. Seorang Perempuan yang telah kawin melakukan zina padahal
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diketahui bahwa pasal 27 BW, berlaku baginya.

c. Seorang laki-laki yang ikut melakukan zina dengan seorang

perbuatan perznahan terSek perlaku pasal 27 BW, sedangkan laki-
laki atau perempuan yang menjadi pasangannya dalam melakukan sebuah
perzinahan tersebut tunduk pada pasal 27 BW, tetapi diketahui bahwa laki-
laki atau perempuan yang melakukan perzinahan tersebut tunduk pada
BW, statusnya bukanlah melakukan kejahatan zina, namun statusnya ialah
turut serta melakukan zina. Tetapi tetap saja hukuman yang diterima oleh

si pelaku turut serta berzina tersebut sama dengan pelaku pembat
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terjadinya perzinahan itu sendiri. Mengenai turut serta melakukan zina
tersebut dapat dilihat aturannya didalam Pasal 55 ayat (1) KUHP ialah

sebagai pembuat peserta Made Player. Dalam kasus perzinahan seseorang

erta melakukan zina

an suaminya

enikah dengan

terhadap Pasal 27 BW.

Permasalahan timbul karena Warga Negara Indonesi yang tunduk
terhadap pasal 27 BW tersebut ialah orang-orang Eropa dan orang-orang
Cina, sedangkan Warga Indonesia asli, orang Arab, India, Pakistan, Jepang
serta orang-orang Yyang bukan orang Eropa atau Cina. Maka dengan

demikian timbulah keganjilan dalam persoalan tersebut. Tidak hanya
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orang islam orang indonesia asli dan orang-orang yang bukan merupakan
orang cina atau orang eropa harus tunduk terhadap aturan monogami

tersebut.

‘t-:_\g‘
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hukum yang ada didunia. Beberapa sistem hukum tersebut seperti, hukum
adat, hukum islam dan hukum dari eropa. Tetapi secara keseluruhan
hukum yang banyak diambil dan digunakan di indoesia baik itu dari segi
hukum pidana, perdata dan huum-hukum lainnya mendominasi menganut
sistem hukum eropa kontinental. Berkenaan dengan penggunaan sistem

hukum eropa di indonesia tidak terlepas dari sejarah indonesia yang pada
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zaman dahulu merupakan negara jajahan belanda selama lebih kurang 350
tahun sehingga tentulah dengan otomatis membuat negara indonesia

menyalin dan menggunakan hukum yang telah dibuat belanda pada zaman

dahulu 1Sk K€ Ngaa ‘ ang ada. Mengenai

itu dilakukan. Pasal ini juga dikenal sebagai asas legalitas didalam hukum
pidana. Atau bahasa lain yang juga menyebutkan demikian ialah nullum

delictum nulla poena sine previage lege poenali (Hadikusuma, 2013:114).

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang pelanggaran-
pelanggaran dan kejahatan-kejahatan yang merugikan terhadap

kepentingan umum. Yang mana ancaman dari perbuatan itu ialah ancaman
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hukuman berupa siksaan atau penderitaan. Untuk lebih rincinya tjuan

hukum pidana ada dua macam yaitu (Daliyo, 2001:91) :

1. Untuk memeberikan pandangan yangamenakutkan kepada setiap

tindakan masyarakat. SE a jajahan belanda barulah hukum
eropa kontinental. Dan setelah kemerdekaan indonesia di proklamasikan
untuk mengisis kekosongan hukum maka dikodefikasilah hukum belanda
tersebut. Sehingga mengakibatkan hingga saat ini sistem hukum inilah

yang dipakai di indonesia.

Tetapi seiring dengan perkembangan zaman hukum tersebut juga harus

imbangi dengan adanya hukum lain yang mengatur tentang perilaku
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masyarakat indonesia. Hukum islam merupakan hukum yang berasal dari
al-quran dan hadis sehingga hukum tersebut merupakan hukum yang

murni berasal dari aturan yang dibuat olah allah swt. Oleh karena itu

memeluk agama islam

aantt el

arkan bukti berita acara

pemeriksaan p enyidik, sura pahan perkara dari jaksa penuntut
umum, pengakuan para Terdakwa , ternyata para terdakwa berdomisili dan
melakukan jarinah dalam wilayah hukum Syar'iyah Meulaboh , mka secara
Formil perkara ini masuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah meulaboh
untuk mengadilinya sesuai ketentuan pasal 128 ayat (3) Undang-Undang

11 tahun 2006 Tentang pemerintahan Acrh , jo Qanun Provinsi Naggroe

Aceh Darussalam No 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam , jo
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pasa 5 Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara jinayat, jo

pasal 5 Qanun nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

MenimbanggBahwa para terdakwa telah didakwa oleh jaksa penuntut

. terlebih dahulu
) pasal 33

ng Unsur-

LR\t

b3 L LY

yaitu menunjuk
tindak pidana.

kum dari suatu

Kamus Besar Bahasa Indomesfa kata "Sengaja" berarti dimaksudkan
(direncanakan), memang diniatkan begitu , Secara umum Sengaja dapat
dikatakan sebagai kehendak dari seseorang untuk melakukan sesuatu
perbauatan , dimana pelaku atau orang tersebut mengetahui konsekuensi

dari perbuatan tersebut.

3. Unsur "Melakukan jarimah Zina'
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Menimbang , bahwa susuai pasal 1 angka 16 Qanun Aceh Nomor 6

tahun 2014 tentang hukum jinayat . Jarimah adalah perbuatan yang

dilarang oleh syariat islam yang dalam Qanun ini diancam dengan '

puluh) bulan, dengan ketetapan bahwa lamnaya para terdakwa sitahan

akan dikurangkan selurihnya Dari uqubat yang dijatuhkan

3. Menghukum para terdakwa tetap dalam tahanan dan membayar bisaya

perkara masing-masing 2.000.00 (dua ribu rupiah)
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Pada Putusan Nomor 67/Pid.B/2015/PN/Jap bahwa hakim
Menimbang , bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di

persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat

umum dengan

Kitab Undang-

pelaku pelaku tindak pidana seorang laki-laki yang diajukan oleh penuntut

umum sebagai terdakwa dalam persidangan ini.

2. Pada hal diketahuinya bahwa yang diturut bersalah telah kawin

Meimbang, bahwa sabagaimana fakta hukum yang terungkap

dipersidangan berdarkan keterangan saksi telah menikah seacara sah pada
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tanggal 11 mei 2002 seabagimana Fotocopy kutipan akta nikah yang

terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa dengan telah tergenuhinya semua unsur dari

XN\

L LRI

ya tersbut telah

Terkait dengan adanyd atdr ini ada contoh kasus tentang
permasalahan pemberian hukuman didalam hukum positif indonesia untuk
menjadi perbandinga penulis mengambil contoh dari putusan Nomor
67/Pid.B/2015/PN/Jap perakara yang turut serta melakukan zina disini
dikarenaka terdakwa pada kasus Nomor 67/Pid.B/2015/PN Ja merupakan

seorang jejaka yang belum menikah dan melakukan perzinahan dengan
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seorang wanita yang telah menih. Perbuatan pidana zina ini di adukan oleh
suamisah dari perempuan yang melakukan zina tersebut berdasarkan bukti

chat dihandpone terdakwa yang membahas percakapan tentang zina

tersebut d Shai n.mengady asus tersebut kepada
@ -
< hannwitth)

% gan tersebut

saksi telah

aildengan pidana

seribu rupiah.
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Sehingga dengan hukuman yang sedemikian ditegaskan para manusia lain
akan takut untuk melakukan zina tersebut karena mengingat akan ancaman
hukumanyang diberikan. Selain itu hukum indonesia juga seharusya
dirubah agar juga melindungi para remaja dari terjadiya seks bebas. jika
hukum Indoesia terus seperti ini maka tidak akan memperkecil

kemungkinan akan terus terjadi seks bebas dikalangan remaja karena
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Indonesia tidak memilikiaturan yang melarang remaja melakukan zina
serta Indonesia merupakan negara yang menganut aliran hukum positif

yang dikodefikasi dari hukum belanda, dengan kata lain Indonesia tidak

hukum islam tersebut

ng diberikan

) bulan Penjara
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BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN

1. Dalam putusan pada persidangan di Mahkama Syariah moulebou

. Dalam Putusan Nomor ©//Pid.B/2015/PN Ja kasus ini merupakan
kasus yang terkait dengan turut serta melakukan zina. turut serta
melakukan zina disini dikarenaka terdakwa pada kasus Nomor
67/Pid.B/2015/PN Ja merupakan seorang jejaka yang belum
menikah dan melakukan perzinahan dengan seorang wanita yang

telah menih. Putusan dari pada kaus tersebut ialah menjatuhkan
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hukuman kepada terdakwa yang berkasus turut melakukan zina
dengan pidana penjara selama 7 blan dan membayar biaya perkara

seharga seribu rupiah. Dengan hukuman yang dibeikan tersebut

ring memberikan efek jera

) T
q@;“ “!R\!ﬁ“ .Qa aman yang
D>

hukum islam dan hukum positif Indonesia dari kedua putusn
tersebut hanylah pada lama masa tahanan yang diberikan
sedangkan hukum islam yang sebenarnya tidak menyarankan
adanya hukuman penjara bagi pelaku zina tetapi pelaku zina harus

diberikan hukuman rajam sampai mati bagi para pelaku zina yang
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telah menikah dan hukum cambuk 100 kali bagi pelaku zina yang

belum menikah.

rian sanksi yaitu

zina yang belum

pelanggar yang melakukan zina pada hal dia telah menikah.
Sehingga dengan ada sanksi yang tersebut akan membuat setiap

orang untuk melakukanperzinahan.

. Dengan demikian maka terjawablah semua permasalahan dalam

penelitian penulis kali ini. Dan tentunya dalam penulisan Skripsi

ini masih banyak dijumpai kekurangan baik itu dari segi penulisan
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maupun dari segi materi dan pembahasan maka dengan demikian

diharapkan kepada para pembaca memberikan kritik dan saran

yang membangun agar kedepannya penulis dapat memperbaiki
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